BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari hasil kajian penulis pada fokus 1 yaitu tahapan

kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam menunjang kegiatan social

ekonomi masyarakat dikota Gorontalo dengan beberapa subfokus

penelitian

a)

b)

Perencanaan

Untuk perencanaan kebijakan dalam penanggulangan
kerusakan jika terjadi hal hal yang akan merusak wilayah sekitar
karena factor alam sehingga tindakan suatu perencanaan akan wilayah
daerah sekitar itu bisa meminimalisir keadaan keadaan yang akan
terjadi nantinya.
Pelaksanaan

Dalam penanggulangan pelaksanaan kebijakan jika terjadi hal
hal yang akan merusak wilayah sekitar karena factor manusia
sehingga tindakan kebijakan akan wilayah daerah sekitar harus ada
sangsi yang diberikan.
Evaluasi

Evaluasi kebijakan yang dilakukan pemerintah harus di

perhatikan dan ditekankan pada proses pembinaan kepada masyarakat



agar lebih terarah supaya mempunyai kekuatan dan kemampuan lebih
menghasilkan atau lebih berdaya guna, karena manusia adalah salah

satu aset dari lingkungan itu sendiri.

2. Kesimpulan dari hasil kajian penulis pada fokes 2 yaitu faktor

determinan kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam menunjang

kegiatan social ekonomi masyarakat dikota Gorontalo dengan sub

fokus penelitian

a)

b)

Komunikasi

Bahwa pemerintah harus mengambil kebijakan agar lembaga
pemerintah atau social masyarakat yang ada di wilayah kota
Gorontalo harus bergerak berkomunikasi dengan masyarakat agar
bisa memberikan pemberdayaan supaya lingkungan dari Ruang
Terbuka Hijau lebih tercapai tujuannya.
Sumberdaya

Pemerintah dalam mengatasi hal hal social ekonomi yang ada
di masyarakat kota Gorontalo dan sebagai wadahnya yaitu Ruang
Terbuka Hijau yang infrastrukturnya harus diperbaiki agar semua
kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan pada Ruang Terbuka Hijau
tersebut
Sikap Pelaksana

Sikap Pelaksana terhadap kebijakan Ruang Terbuka Hijau

dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi diwilayah kota Gorontalo



B. Saran

d)

harus ada sangsi yang dilakukan bukan hanya papan pengumuman
saja jadi ada efek jera oleh masyarakat dan diharapkan pemerintah
berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pada LSM yang peduli
akan lingkungan untuk dapat memberikan pembinaan terhadap
masyarakat.
Struktur Birokrasi

Para pelaku kebijakan dalam penanggulangan Ruang Terbuka
Hijau dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota
Gorontalo sudah sesuai dengan tupoksinya jadi tindakan yang lebih
terencana akan tugas dari jabatan yang ada bisa meminimalisir
keadaan keadaan yang akan terjadi nantinya.
Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk kebersihan akan
perawatan pengelolaan dari lokasi Ruang Terbuka Hijau, untuk itu
pada ruang terbuka hijau agar tidak terjadi kerusakan pada ruang
terbuka hijau pemerintah membuat kebijakan agar bisa memberikan
pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat
lebih memahami arti lingkungan hidup dan mempunyai rasa tanggung

jawab terhadap lingkungan sekitar.



Peneliti menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan dan membeli
lahan pemukiman yang ada di kelurahan Bugis, Talumolo yang sering terjadi
banjir, dan didaerah kecamatan lain yang belum memiliki Ruang Terbuka Hijau
untuk dibuatkan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai tempat
penampungan air bah untuk mencegah banjir, fungsi lain untuk sarana olahraga
dan juga sebagai tempat wisata masyarakat lokal dan juga sebagai pusat
perekonomian yaitu sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli lebih
tepatnya kebijakan akan infrastruktur yang tertata rapi, dan juga pada kecamatan
lain yang tidak mempunyai RTH pemerintah mengatur kebijakan agar dapat
dibuatkan RTH tersebut karena akan mencegah polusi udara dan ecological
overstress.

Dan juga tidak lupa pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan
terhadap masyarakat agar diberikan pembinaan supaya masyarakat menjadi sadar
akan lingkungan yang ada diwilayah kota gorontalo, dengan adanya masyarakat
yang bisa merawat taman dengan baik maka lingkungan akan menjadi nyaman
dan bersih.

Meningkatkan keberadaan LSM yang perduli akan lingkungan atau
lembaga lain yang ada hubungannya dengan lingkungan dapat membantu
memberdayakan masyarakat dan mengawasi Ruang terbuka hijau dengan moto

“Cinta Kotaku”.
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